Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022
tentang lbu Kota Negara telah mengamanatkan untuk melakukan
perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta peraturan
pelaksanaannya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum dan
kekhususan yang diberikan undang-undang.

Dasar hukum UU ini adalah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20,
Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 3 Tahun 2022
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2023.

UU ini mengatur mengenai Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan
menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
Dengan Undang-Undang ini, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Provinsi Daerah
Khusus Jakarta merupakan daerah otonom pada tingkat provinsi yang
berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.
Pusat Perekonomian Nasional adalah pusat aktivitas ekonomi dan
bisnis nasional berskala global yang menjadi penopang pembangunan
perekonomian nasional secara berkelanjutan. Sedangkan Kota Global
adalah kota yang menyelenggarakan kegiatan internasional di bidang
perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan,
kesehatan, dan menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga
baik nasional, regional, maupun internasional, serta menjadi pusat
produksi produk strategis internasional, sehingga menciptakan nilai
ekonomi yang besar, baik bagi kota yang bersangkutan maupun bagi
daerah sekitar. Penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus
Jakarta terdiri atas Gubernur dan DPRD dibantu oleh perangkat
daerah. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh
satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang
dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta
dapat melakukan kerja sama dengan daerah, badan usaha dan
lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri secara langsung.
Dalam hal kerja sama dimaksud berkaitan dengan aspek keuangan
negara, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta terlebih dahulu
melakukan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.



